
a. bahwa beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 
tidak memenuhi kriteria pembentukan UPTD 
sebagaimana diamanatkan dalam pasal 20 ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pembentukan 
dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 
Daerah (UPTD); 

b. bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 22 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam · Negeri Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan 
dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 
Daerah (UPTD), UPTD bidang pendidikan berupa satuan 
pendidikan daerah kabupaten; 

c. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenkaltur 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu 
Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu 
Selatan, perlu dilakukan pencabutan beberapa 
Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan 
Badan di Kabupaten Bengkulu Selatan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada hutuf a, huruf b dan huruf c di atas, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan 
Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Bupati 
Bengkulu Selatan Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di 
Kabupaten Bengkulu Selatan. 

BUPATI BENGKULU SELATAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 
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PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN BUPATl BENG.J[ULU SELATAN 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA 

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN 
NOMOR 3CJ) TA~UN 2017 

TENT ANG 

BUPATI BENGKULU SELATAN 
PROVINS! BENGKULU 

SAL/NAN 

I 



1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1091}; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 558'7) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terkhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan 
dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 
Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 
Tahun 20i6 Tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 
2016 Nomor 9); 

8. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 
2016 Ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengk:ulu 
Selatan; 

9. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 32 Tahun 
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan; 

10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 41 Tahun 
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan. 

Mengingat 



Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal 
dundangkan. 

Pasal 3 

Struktur dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis yang ada 
sebelum Peraturan Bupati ini, tetap diberlakukan dan 
wajib menyesuaikan dengan Peraturan · Bupati ini paling 
lam bat 31 Desember 201 7. 

Pasal 2 

Pada saat Peraturan Bupati irii mulai berlak:u, maka : 
1. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 

2011 Ten tang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah 
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 02); 

2. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan N9mor 04 Tahun 
2011 Ten tang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah 
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011Nomor04); 

3. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 
2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan pada Badan Pelaksana 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah 
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 08); 

4. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 
2011 Ten tang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan 
dan Keluarga Berencana Kecamatan di Kabupaten 

---------- Bengkulu Selatan {Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 
Selatan Tahun 2011 Nomor 09); 

5. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 10 Tahun 
2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Pemadam Bahaya Ke bakaran pada 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 
Selatan Tahun 2011 Nomor 10); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG 
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN BUPATI 
BENGKULU SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DlNAS DAN 
BADAN DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : • 



Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BA IAN HUKUM 

HEND ~AN,SH 
NIP. 19750825 200502 1 005 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017 
NOMOR 3~ 

Ir. H. NURMANSYAH SAMID 
NIP. 19600303 198203 1 015 

dto 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU SELATAN 

Diundangkan di Manna 
pada tanggal 30 - I s: - 2011- 

H. DIRWAN MAHMUD 

dto 

BUPATI BENGKULU SELATAN 

Ditetapkandi Manna 
pada tanggal 30 - 't;).. - 2017. 

Agar setiap orang mengetahui Peraturan Bupati ini, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bengkulu Selatan. 
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